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Perlindungan Kembali Paten Berstatus Batal Demi Hukum

Seluruh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi

Seluruh Konsultan Kekayaan Intelektual terdafiar

Sehubungan dengan teiah diterbitkannya Surat Status Batal Demi Hulkum terhadap

paten yang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut serta dengan adanya hal-hal yang menurul kami penting, yaitu:

1.

Adanya keinginan dan niat baik pemegang paten untuk membayar dan mendapatkan
periindungan kembali paten dimaksud yang berstatus batal demi hukum.

Informasi pemberitahuan keterlambatan pembayaran biaya tahunan sering kali tidak
diterima oleh pemegang paten sehingga pemegang paten tidak membayar biaya
tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan dan menyebabkan paten batal demi hukum,
Pada beberapa waktu yang lalu, informasi rincian pembayaran biaya tahunan paten
kepada pemegang paten terbatas dan tidak mudah diakses

Adanya indikasi bahwa tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan tidak
diakipatkan oleh kesalahan pemegang paten.

Sulitnya melakukan penagihan atas hutang batal demi hukum kepada Pemegang Faten.
Untuk mengurangi beban piutang paten batal demi hukurm.

Untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penerimaan
pembayaran biaya tahunan paten.

maka dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Paten, Penerirﬁa Lisensi dan Konsultan
Kekayaan Intelektual bahwa!

a.

- Pemegang paten dapat mengajukan permohonan perlindungan kembali terkait paten

berstatus batal demi hukum.

Permegang paten wajib melunasi hutang paten serta membayar biaya tahunan sesual
dengan ketentuan.



¢ Pemegang paten wajib menyertakan surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan
menuntut secara hukum kepada pihak lain terkait paten yang dilindungi kembali apabila
terjadi indikasi pelanggaran selama masa batal demi hukum.

d. Pemegang paten memberi kuasa kepada Konsultan Kl bila berdomisili di luar wilayah

Indonesia
Direktur Jenderal
yaan Intelekiual,
HARRIS SH LLM. ACCS
5611181994031001
Tembusan

1 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

7 Inspektur Jenderal Kemenkumhbam



HIE

HKI.H1.05.02-24

FRRILIC X 3 AN ICBI L <

WAL L 72 3 4RI SN B REITIC & 2 FERTIRANBHIE O F1T R LA F I ih~ 2 i 12 B

LT:

1.
2.

RILVCERZI L. RSO RE 2 8T 3 ER DR IHERE DIETE,
N E D ES M BEER A2 2 TR CTE D T ENIC X VAL REERR s
BARAA,

FRIENE ~ D E LM EER L IRERN. 721305 3 TEERICT 7 & R AR B2 5 -
7o

4. %%%ﬂ%@ﬁ%mﬁﬁt&w$$*MG%5:a%ﬁ¢$®ﬁ%5o
5.
6
7

RIANTHEE D HERE D RINE S O BN FEETH 2,

- REDRFEFIC & B RIS £ HE D R,
- REEFERIUAT X 2 A DN,

FIAFHERIE . KIS R SR L~ LT o@Er 3 3

a.
b.
c.
d.

FEATHERIE L ESRIL I X 0 K50 L - D EE 45T & 2 o
TRHERN & RV ES L iR TED 5 NTANHBIE B IS DM 2T 5 2.
FEITHE D RINIAR R I R FER E D B - 72581, 203 REDFFEEEDIRM,
EIMFIHEANIE 222 2 FHICIEIA ¥ F Ao 7RI+ 28T,

2017 12 H 28 H

MM ER R



